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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya 

kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Sekretariat Jenderal Dewan Energi 

Nasional (Setjen DEN) tahun 2016 ini tepat pada waktunya. 

 LAKIN Setjen DEN Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN Setjen DEN merupakan 

media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban Setjen DEN mengemban amanah organisasi 

dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Bentuk 

pertanggungjawaban tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik. 

Selain itu LAKIN dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban 

kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta perwujudan nyata dari penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karenanya laporan ini menggambarkan penjabaran 

perencanaan strategis meliputi pengukuran atas capaian kegiatan, pencapaian kinerja, akuntabilitas 

keuangan serta analisis tindak lanjut atas capaian dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. 

Dari sisi internal, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga 

dapat menjadi pertimbangan peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah 

perbaikan dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis 2015 - 

2019. 

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses 

penyusunan LAKIN Setjen DEN Tahun 2016 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya. 

  Jakarta, Februari 2017 

 

 

Plt. Sekretaris Jenderal  

 Dewan Energi Nasional 

 

Djadjang Sukarna 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Pada tahun 2016 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah melaksanakan program dan 

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

2015-2019. Tujuan dan sasaran tersebut disusun untuk mendukung tercapainya target lima tahun 

Indikator Kinerja Utama, dimana masing-masing Eselon I menentukan target Indikator Kinerja Utama 

setiap tahun dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2016 disusun berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan tersebut diamanatkan Pimpinan Unit Kerja 

menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan 

menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris 

Jenderal Dewan Energi Nasional kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 

adalah sebagai berikut: 

Tabel.0.1 Sasaran dan Indikator Setjen DEN 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 Tercapainya target bauran 
energi dan program 
Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN) 

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Nasional 100% 

Evaluasi Pencapaian Program RUEN: 
Kesesuaian Kebijakan Energi dengan RUEN dan RUED 

100% 

2 Terwujudnya gambaran 
perencanaan energi ke 
depan 

Tersusunnya Buku Energy Outlook 1 
Dokumen 

3 Tertanggulanginya daerah 
krisis dan darurat energi 

Tingkat Penyelesaian Rumusan Penanggulangan 
Kondisi Krisis dan Darurat Energi: 
Tersedianya Rekomendasi Strategis Penyediaan 
Cadangan Penyangga Energi 

100% 

Tingkat Pelaksanaan Identifikasi Daerah Rawan Krisis 
dan Darurat Energi: 
Penyelesaian Rekomendasi Strategis Langkah-
Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi 

100% 

4 Mendorong pencapaian 
target KEN dan RUEN serta 
RUED 

Tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan 
pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat 
lintas sektoral 

100% 

Dalam pengukuran atas capaian target Perjanjian Kinerja tahun 2016, Sekretariat Jenderal Dewan 

Energi Nasional menyusun parameter keberhasilan atas target yang sifatnya presentase untuk 

memudahkan pengukuran serta penyajian data capian kinerja dalam laporan kinerja tahun 2016. 

Selain 4 Sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Sekretariat 

Jenderal Dewan Energi Nasional juga menghasilkan kinerja lain-lain yang tidak termasuk dalam 
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dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, namun merupakan bagian 

dari tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. 

Presentase capaian kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada tahun 2016 sebesar 

96%, capaian tersebut dapat dikatakan baik mengingat pada pertengahan tahun 2016 terjadi 

penghematan anggaran. Kondisi ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap 

pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. 

Dari sisi anggaran, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional menetapkan target realisasi anggaran 

sebesar 96% dari total pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp 67.500.000.000,-. Pada pertengahan 

tahun 2016, terdapat kebijakan penghematan anggaran yang memberi dampak penurunan pagu 

anggaran  Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang semula sebesar Rp 67.500.000.000,- 

menjadi Rp 50.320.183.000,-. Penurunan pagu anggaran tidak disertai dengan penurunan target 

realiasasi anggaran, sehingga realisasi anggaran pagu APBN-P Sekretariat Jenderal Dewan Energi 

Nasional dapat melampaui target sebesar 99.93%. 

 

Gambar.0.1 Sasaran dan Indikator Setjen DEN 
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I PENDAHULUAN (BAB I)  

I.1. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 

(Setjen DEN) berperan dalam fasilitasi penyusunan kebijakan energi lintas sektor serta pengawasan 

pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor guna menjamin ketersediaan energi untuk kebutuhan 

nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan 

penyangga energi. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/ kegiatan yang 

mengarah pada pengelolaan energi yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan 

hidup guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil 

diperlukan adanya manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan 

evaluasi hasil kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setjen DEN sebagai instansi pemerintah dan unsur 

penyelenggara negara menetapkan target serta melakukan pengukuran kinerja. 

Penggukuran kinerja Setjen DEN tahun 2016 dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme, 

antara lain : 

1. Pengukuran kinerja & anggaran bulanan, dengan tujuan memantau capaian target output 

dengan realisasi anggaran melalui aplikasi monev.anggaran.depkeu.go.id 

2. Pengukuran kinerja periode triwulanan melalui aplikasi pemantauan kinerja internal Setjen 

DEN lakip.den.go.id, dengan tujuan melaporkan capaian target kinerja kedalam aplikasi e-

monev.bappenas.go.id, serta menyusun laporan pencapaian kinerja triwulan I s.d. IV yang 

isinya menggambarkan pencapaian target kinerja serta dilengkapi dengan matrik pencapaian 

taget kinerja. 

3. Pengukuran kinerja tahunan, dengan tujuan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah 

tahun 2016. 

Pengukuran kinerja tahunan di dalam Laporan Kinerja Setjen DEN 2016 ini akan menguraikan 

capaian kinerja atas sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja di awal tahun. 

Selain itu, Laporan Kinerja Setjen DEN juga menyampaikan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi organisasi di tahun 2016, namun tidak terdokumentasikan di dalam dokumen Indikator 

Kinerja Utama (IKU) ataupun Perjanjian Kinerja (PK). 

 

I.2. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 

Dalam melaksanakan tugas, DEN dibantu oleh Setjen DEN yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Jenderal . Setjen DEN secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan 

Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral . Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 

tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, tugas  Sekretariat  



13 
 

L A P O R A N  K I N E R J A  S E T J E N  D E N  2 0 1 6 

Jenderal  Dewan  Energi  Nasional  adalah  memberikan  dukungan teknis dan administratif kepada 

Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.  

 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Setjen DEN menyelenggarakan fungsi: 

1. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 

2. Menetapkan rencana umum energi nasional; 

3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; 

4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. 

Selain menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang, DEN memiliki 

kewenangan untuk mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan Penyangga Energi. 

Kewenangan tersebut diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Energi Nasional. 

Dalam melaksanakan tugasnya, DEN dibantu oleh Setjen DEN yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Jenderal. Setjen DEN secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan 

Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral. Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 

tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, tugas  Sekretariat  

Jenderal  Dewan  Energi  Nasional  adalah  memberikan  dukungan teknis dan administratif kepada 

Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. Untuk mendukung pelaksanaan 

tugas tersebut, Setjen DEN menyelenggarakan fungsi: 

1. Koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional; 

2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional,dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja; 

3. Penyelenggaraan   fasilitasi   persidangan   untuk   perumusan   Kebijakan   Energi Nasional 

dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional; 

4. Penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan 

kebijakan energi; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional. 
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Gambar I.1. Tugas dan Fungsi Setjen DEN 

I.3. Struktur Organisasi 

Dalam melaksnakan tugas dan fungsinya, Setjen DEN terdiri dari tiga Biro dengan tugas sebagai 

berikut: 

1. BIRO UMUM 

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal  DEN dalam  rangka  

penyelenggaraan administrasi  umum yang  meliputi  perencanaan  kerja,  keuangan  dan  

perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata 

usaha di lingkungan DEN. 

2. BIRO FASILITASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PERSIDANGAN 

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal 

DEN dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan-bahan persidangan 

DEN dalam rangka perancangan dan perumusan KEN dan penetapan RUEN, penyelenggaraan 

hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja. 

3. BIRO FASILITASI PENANGGULANGAN KRISIS DAN PENGAWASAN ENERGI 

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Jenderal DEN dalam memfasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi 
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krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat 

lintas sektoral. 

Struktur Organisasi Setjen DEN sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 

Tahun 2009 tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional adalah seperti 

gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 Struktur organisasi Setjen DEN 

I.4. Sumber Daya Manusia Setjen DEN 

Pada tahun 2016 Setjen DEN memiliki pegawai sebanyak  51 orang berjenis kelamin laki-laki dan 39 

orang berjenis kelamin wanita, total keseluruhan PNS Setjen DEN sebanyak 90 orang yang tersebar 

di 3 unit Eselon II.* 

Tabel I.1 Jumlah pegawai Setjen DEN menurut tingkat pendidikan 

NO NAMA 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
PRIA WANITA 

1 Biro Umum 22 18 40 

2 
Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan 
Persidangan 

17 8 25 

3 
Biro Fasilitasi Penanggulangan dan 
Pengawasan Energi 

12 13 25 

JUMLAH TOTAL 51 39 90 
*) Termasuk yang diperkerjakan ke BPH 1 org (Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan) 

 Termasuk yang diperkerjakan ke BPH 1 org (Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi). 
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Gambar I.3 Pegawai Setjen DEN menurut tingkat pendidikan 

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Setjen DEN mulai dari SLTA hingga 

Doktoral (S3). Tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat Sarjana (S1) sebanyak 66 orang, 

kemudian tingkat Magister (S2) sebanyak 18 orang, Tingkat Diploma (D3) sebanyak 4 orang, 

Doktoral (S3) 1 orang, dan tingkat SLTA 1 orang. Jumlah pegawai tersebut didistribusikan 

kedalam 3 unit Eselon II dengan komposisi seperti pada gambar 1.3. 

 

Gambar I.4 Diagram jumlah dan distribusi pegawai di Setjen DEN 

Pada gambar 1.4. dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Biro I memiliki pegawai lebih banyak diantara 

Biro lainnya, hal ini disebabkan karena tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam 

memberikan dukungan administratif kepada Dewan Energi Nasional terpusat pada satu Biro yaitu 

Biro Umum sedangkan untuk tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memberikan 

dukungan teknis berada pada dua Biro yaitu, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan dan 

Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi. 
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I.5. Kondisi Saat Ini 

Kompleksitas permasalahan sektor energi di Indonesia memerlukan suatu pengelolaan energi 

nasional yang komprehensif melalui Kebijakan Energi Nasional yang jelas dan terukur. Atas dasar 

itulah, Undang Undang (UU) No. 30 tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan penyusunan 

Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. Kebijakan ini 

dirancang dan dirumuskan DEN dan ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR-RI. UU 

tersebut juga mengamanatkan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana 

Umum Energi Daerah (RUED) untuk mendukung implementasi KEN. 

Setelah KEN ditetapkan melalui PP nomor 79 tahun 2014, pekerjaan selanjutnya adalah menyusun 

RUEN sebagai pentahapan dari pencapaian sasaran KEN dan juga memuat lokasi detail dari program 

yang akan dijalankan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. 

Pada dasarnya substansi yang terdapat di dalam RUEN telah disetujui saat pelaksanaan Sidang 

Paripurna ke-3 Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, namun demikian 

sampai saat ini Perpres RUEN masih belum ditanda tangani oleh Presiden. 

Dalam menunaikan tugas menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat 

energi, DEN menyusun R-Perpres tentang Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis 

dan Darurat Energi (Krisdaren). Pada tanggal 4 Mei 2016 Presiden telah menanda tangani Peraturan 

Presiden nomor 41 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis dan Darurat 

Energi, dimana Perpres tersebut mengatur pertimbangan dan prasyarat dalam menetapkan kondisi 

krisis, tata cara penanggulangan kondisi krisis serta kewajiban Menteri untuk menetapkan kriteria 

teknis operasional kondisi krisis dan darurat energi. Untuk selanjutnya, dalam mengatur hal-hal rinci 

yang bersifat teknis operasional maka disusun R-Permen ESDM. Saat ini R-Permen ESDM tentang 

Kriteria Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi berdasarkan Kondisi Teknis Operasional dan Kondisi 

Nasional serta Tata Cara Tindakan Penanggulangan telah selesai disusun, selanjutnya dalam proses 

penetapan dan menunggu persetujuan dari Menteri ESDM. 

Meskipun terkendala penghematan anggaran di tahun 2016, dapat dikatakan tahun 2016 

merupakan tahun yang produktif bagi Setjen DEN. Tugas-tugas besar DEN telah diselesaikan pada 

tahun 2016, mulai dari penetapan Perpres nomor 41 tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara 

Penetapan dan Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi (Krisdaren), penyelesaiaan penyusunan 

RUEN, Permen ESDM tentang Kriteria Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi berdasarkan Kondisi 

Teknis Operasional dan Kondisi Nasional serta Tata Cara Tindakan Penanggulangan, serta 

penyelesaian R-Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi Nasional (CPE). Diman R-Perpres CPE 

tersebut disusun berdasarkan amanat UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan diatur lebih 

lanjut dalam PP nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada saat ini R-Perpres 

CPE telah selesai disusun namun masih dalam tahap penyelesaian administrasi untuk penetapannya. 

I.6. Sistematika Penyajian Laporan 

Laporan Kinerja Setjen DEN tahun 2016 disusun berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan Kinerja Setjen DEN tahun 2016 terdiri dari: 



18 
 

L A P O R A N  K I N E R J A  S E T J E N  D E N  2 0 1 6 

 

 

 

¶ Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan tugas, fungsi, struktur organisasi, gambaran umum organisasi dan 

tantangan yang dihadapi, serta kekuatan pegawai Setjen DEN 

 

¶ Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini disajikan RPJMN 2015-2019, Renstra Setjen DEN 2015-2019, IKU dan PK tahun 

2016. 

 

¶ Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Bab ini menyajikan hasil pengukuran target kinerja, narasi capaian kinerja,dan capaian 

kinerja lainnya, serta realisasi anggaran dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tahun 2016. 

 

¶ Bab IV  Penutup 

Pada bab ini diuraikan ringkasan atas capaian kinerja organisasi, kesimpulan keseluruhan 

atas capaian kinerja tahun ini dan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta 

komitmen langkah-langkah perbaikan pada tahun yang akan datang. 

  



19 
 

L A P O R A N  K I N E R J A  S E T J E N  D E N  2 0 1 6 

  

BAB  

2 



20 
 

L A P O R A N  K I N E R J A  S E T J E N  D E N  2 0 1 6 

II  PERENCANAAN KINERJA (BAB II ) 
 

Pada tanggal 10 April 2015 Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015-2019. 

Dengan telah ditetapkannya Renstra KESDM 2015-2019 maka setiap unit Eselon I di lingkungan 

KESDM menyusun Renstra 2015-2019 Unit Eselon I sebagai penjabaran dari Renstra KESDM. 

Setjen DEN menetapkan Renstra 2015-2019 sebagai panduan pelaksanaan tugas dalam lima tahun 

mendatang, serta untuk mendukung pencapaian sasaran dan target yang ada pada Renstra KESDM. 

Didalam Renstra Setjen DEN 2015-2019 diharapkan Setjen DEN dapat mempunyai peran dan posisi 

bukan hanya sebagai supporting unit saja, namun dapat juga berperan sebagai άǘƘƛƴƪ ǘŀƴƪέ 

Pemerintah di bidang energi serta berperan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan 

pengelolaan energi nasional. 

Harapan mempunyai peran sebagai άǘƘƛƴƪ ǘŀƴƪέ Pemerintah di bidang energi telah disampaikan 

kepada Menteri ESDM oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) pada 

kesempatan one on one meeting dengan Menteri ESDM tanggal 3 November 2016 di Jakarta. Bapak 

Menteri ESDM menyambut baik usulan Setjen DEN sebagai άǘƘƛƴƪ ǘŀƴƪέ yang kemudian langsung 

ditindaklanjuti dengan menempatkan Tenaga Ahli Menteri ESDM bidang Kerjasama untuk 

meningkatkan akses koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian kajian-kajian yang tidak 

bersifat utopia dan keilmuan semata atau pun analisis atas kebijakan di bidang energi yang 

ditetapkan oleh Pemerintah, yang kemudian akan dijadikan rekomendasi kepada Menteri ESDM. 

Implementasi atas usulan menjadi άǘƘƛƴk ǘŀƴƪέdi bidang energi bagi Pemerintah adalah berupa 

koordinasi penentuan judul kajian Kelompok Kerja yang tentunya mempertimbangkan arah 

kebijakan dan target-target Pemerintah saat ini serta perencanaan kerja dan anggaran yang 

dibutuhkan pada tahun mendatang. 

II.1. RPJMN 2015-2019 

Pembangunan nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan 

dibentuknya Negara Kesatuan Repblik Indonesia (NKRI). Pada pembukaan UUD 1945 diamanatkan 

bahwa arah tujuan nasional dari pembentukan NKRI yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan 

bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam 

tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Dengan terpilihnya Presiden dan 

Wakil Presiden RI pada pemilihan umum tahun 2014, maka disusunlah Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebagai penjabaran visi, misi, dan program presiden terpilih 

dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. 
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Gambar II.1 RPJMN sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2007 

Masing-masing RPJMN memliki skala prioritas dan target pencapaian yang berbeda, RPJM 3 atau 

RPJMN tahun 2015-2019 memiliki prioritas untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh 

dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA dan SDM 

yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. 

II.1.1  Visi Dan Misi  

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mendukung Visi, Misi, dan 

Program Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk program operasional, sasaran kebijakan dan 

ǎǘǊŀǘŜƎƛΦ !ŘŀǇǳƴ ±ƛǎƛ tǊŜǎƛŘŜƴ Řŀƴ ²ŀƪƛƭ tǊŜǎƛŘŜƴ ŀŘŀƭŀƘ Υ ά¢ŜǊǿǳƧǳŘƴȅŀ LƴŘƻƴŜǎƛŀ ȅŀƴƎ ōŜǊŘŀǳƭŀǘΣ 

ƳŀƴŘƛǊƛ Řŀƴ ōŜǊƪŜǇǊƛōŀŘƛŀƴ ōŜǊƭŀƴŘŀǎƪŀƴ ƎƻǘƻƴƎ ǊƻȅƻƴƎέΣ ŘŜƴƎŀƴ aƛǎƛ tǊŜǎƛŘŜƴ Řŀƴ ²ŀƪƛƭ 

Presiden, adalah: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara 

hukum; 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara 

maritim; 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 

kepentingan nasional; 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

 

Menata kembali dan 
membangung Indonesia di 
segala bidang yang 
ditujukan untuk 
menciptakan Indonesia 
yang aman dan damai, 
yang adil dan demokratis 
dan yang tingkat 
kesejahteraannya 
meningkat. 

Memantapkan penataan 
Indoensia kembali di segala 
bidang dengan menekankan 
upaya peningktan kualitas 
SDM termasuk 
pengembangan kemampuan 
ilmu dan teknologi serta 
penguatan daya saing 
perekonomian. 

Memantapkan 
pembangunan secara 
menyeluruh dengan 
menekankan pencapaian 
daya saing kompetitif 
perekonomian 
berlandaskan keunggulan 
SDA dan SDM berkualitas 
serta  kemampuan IPTEK 
yang terus meningkat. 

Mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang mandiri, 
maju, adil, dan makmur 
melalui percepatan 
pembangunan di berbagai 
bidang dengan 
menekankan terbangunnya 
struktur perekonomian 
yang kokoh berlandaskan 
keunggulan kompetitif di 
berbagai wilayah yang 
didikung oleh SDM 
berkualitas dan berdaya 
saing 

RPJM 1 
(2005-2009) 

 

RPJM 2 
(2010-2014) 

 

RPJM 3 
(2015-2019) 

 

RPJM 4 
(2020-2025) 
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II.1.2  Agenda Prioritas Pembangunan Nasional   

Dalam upaya menerjemahkan Visi dan Misi tersebut, dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas. 

Kesembilan Agenda Prioritas itu disebut NAWA CITA, antara lain: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga negara. 

2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, 

efektif, demokratis dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan. 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang 

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter domestik 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

 

Dari Nawacita tersebut yang berkaitan langsung dengan sektor energi adalah agenda prioritas ke-7 

ȅŀƛǘǳ άƳŜǿǳƧǳŘƪŀƴ ƪŜƳŀƴŘƛǊƛŀƴ ŜƪƻƴƻƳƛ Řengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestikέΣ ȅŀƴƎ ǘŜǊŘƛǊƛ ŘŀǊƛΥ 

ω Membangun kedaulatan pangan 

ω Mewujudkan kedaulatan energi 

ω Mewujudkan kedaulatan keuangan 

ω Mendirikan Bank Petani/Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan 

paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan. 

ω Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional 

 

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Agenda Prioritas pada sektor energi, Setjen DEN secara konkrit 

menanamkannya dalam tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi dalam keberlangsungan organisasi. 

II.2. Tujuan Strategis 

Tujuan 1. Terwujudnya Perumusan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektor, 

Penyusunan Perencanaan Energi, Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan 

Dewan Energi Nasional. 

Tujuan 1 ini merupakan pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dalam penyiapan rumusan 

Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam rangka 

mencapai Tujuan 1 ini, berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 tahun 2009 tugas penyelenggaraan 

persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan-bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam 

rangka perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum 

Energi Nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok 

Kerja diberikan kepada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan. 
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Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah ditetapkan pada tanggal  

17 Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014, DEN memiliki tugas 

selanjutnya yaitu menetapkan RUEN. Dalam menetapkan RUEN, Setjen DEN c.q. Biro Fasilitasi 

Kebijakan Energi dan Persidangan memiliki peran menyiapkan bahan perencanaan energi lintas 

sektor sebagai masukan dalam proses penyusunan RUEN, serta mengkoordinasikan 

penyelenggaraan Sidang Anggota dan Sidang Paripurna sebagai tahapan dalam proses penetapan 

RUEN. 

Tujuan 2. Terwujudnya Perumusan Identifikasi dan Penetapan Langkah-Langkah Penanggulangan 

Kondisi Krisis dan Darurat Energi Serta Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di 

Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektor. 

Tujuan 2 ini merupakan pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dalam menetapkan langkah-

langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang energi yang bersifat lintas sektor. Dalam rangka mencapai Tujuan 2 ini, berdasarkan Permen 

ESDM Nomor 14 tahun 2009 tugas memfasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan 

kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang 

bersifat lintas sektor diberikan kepada Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi. 

Dalam memfasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, 

Setjen DEN c.q. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi memiliki peran untuk 

mengidentifikasi kondisi krisis dan darurat energi serta koordinasi perumusan langkah-langkah 

penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.  

Setelah ditetapkannya KEN dan RUEN yang merupakan penjabaran dari KEN,dimana statusnya 

sedang menunggu proses adminstratif dalam penetapannya, maka peran  pengawasan kebijakan 

energi yang substansinya terkandung di dalam KEN sangat diperlukan guna memantau dan 

mengevaluasi capaian target-target yang telah ditetapkan dalam KEN dan RUEN. 

Tujuan 3. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Umum Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas 

Dewan Energi Nasional. 

Tujuan 3 ini merupakan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam rangka 

penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan 

perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata 

usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 tahun 2009 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diberikan kepada Biro Umum. 

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Energi Nasional, Sekretariat 

Jenderal Dewan Energi Nasional melakukan penerapan manajemen berbasis kinerja, sumber daya 

manusia, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan, serta kerjasama di bidang energi. 
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II.3.  Sasaran Strategis 

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 

setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Di dalam 

Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2015-2019 dijabarkan secara rinci Tujuan, 

Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja yang menjadi lingkup tugas Sekretariat Jenderal Dewan 

Energi Nasional, antara lain: 

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran STrategis dan Indikator Kinerja Setjen DEN 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

1. Terwujudnya Perumusan 
Kebijakan Di Bidang Energi 
Yang Bersifat Lintas Sektor, 
Penyusunan Perencanaan 
Energi, Penyelengaraan 
Hubungan Kemasyarakatan dan 
Persidangan DEN 

1. Menyiapkan bahan untuk perumusan 
kebijakan energi lintas sektor sesuai 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2007 tentang Energi. 

Evaluasi pencapaian bauran 
energi nasional (%) 

2. Menyiapkan bahan penetapan dan 
review Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN). 

Evaluasi pencapaian program 
RUEN (%) 

3. Menyusun Outlook Energi Indonesia. Peluncuran Buku Outlook 
Energi Indonesia (buku) 

2. Terwujudnya Perumusan 
Identifikasi dan Penetapan 
Langkah-Langkah 
Penanggulangan Kondisi Krisis 
dan Darurat Energi Serta 
Pengawasan Kebijakan Di 
Bidang Energi Yang Bersifat 
Lintas Sektor 

4. Menyiapkan rumusan langkah-langkah 
penanggulangan kondisi krisis dan 
darurat energi. 

1. Tingkat penyelesaian 
rumusan penanggulangan 
(%) 

2. tingkat pelaksanaan 
identifikasi daerah krisis 
dan darurat energi (%) 

5. Melaksankan pengawasan dan 
menyiapkan rekomendasi hasil 
pengawasan pelaksanaan kebijakan di 
bidang energi. 

Tingkat tindak lanjut 
rekomendasi hasil 
pengawasan pelaksanaan 
kebijakan di bidang energi 
yang bersifat lintas sektoral 
(%) 

6. Menyelesaikan rumusan kebijakan 
cadangan penyangga energi. 

Tingkat penyelsaiaan rumusan 
cadangan penyangga energi 
(%) 

3. Terwujudnya Pengelolaan 
Administrasi Umum Untuk 
Mendukung Pelaksanaan Tugas 
DEN 

7. Meningkatkan kualitas pengelolaan 
administrasi umum, dan kapasitas 
sumber daya manusia, kerjasama di 
bidang energi serta mewujudkan 
pengelolaan sistem informasi yang 
terintegrasi. 

Persentase (%) Kelancaran 
Kegiatan Pengeloaan dan 
Penyelenggaraan Bidang 
Personil, Pendanaan, 
Peralatan dan Dokumen (P3D) 
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II.4. Indikator Kinerja Utama 

Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit 

utama di lingkungan KESDM. Indikator kinerja utama Setjen DEN ditetapkan melalui Permen ESDM 

nomor 22 tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Dan Sekretariat Jenderal Dewan 

Energi Nasional. Indikator kinerja utama Setjen DEN adalah sebagai berikut: 

Tabel II.2 Indikator kinerja dan target tahunan Setjen DEN 

No Indikator 
Kinerja 

Satuan Sasaran 
Strategis 

Target 
Tahun 
2015 

Target 
Tahun 
2016 

Target 
tahun 
2017 

Target 
Tahun 
2018 

Target 
Tahun 
2019 

1 Evaluasi 
Pencapaian 
Bauran Energi 

% 
Tercapainya 
target bauran 
energi dan 
program rencana 
umum energi 
nasionai 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Evaluasi 
Pencapaian 
Program 
Rencana Umum 
Energi Nasional 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Penyusunan 
Energi Outlook 

Dokumen Terwujudnya 
Gambaran 
Perencanaan 
Energi ke Depan 

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 

4 Tingkat 
Penyelesaian 
Rumusan 
Penanggulangan 

% 

Tertanggulanginya 
Daerah Krisis dan 
Darurat Energi 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Tingkat 
Pelaksanaan 
Identifikasi 
Daerah Krisis 
dan Darurat 
Energi 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 Tingkat Tindak 
Lanjut 
Rekomendasi 
Hasil 
Pengawasan 
Pelaksanaan 
Kebijakan Di 
Bidang Energi 
Yang Bersifat 
Lintas Sektoral 

% Mendorong 
Pencapaian Target 
Kebijakan Energi 
Nasional Dan 
Rencana Umum 
Energi Nasional 
Serta Rencana 
Umum Energi 
Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 
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II.5. Perjanjian Kinerja 

Tabel II.3 Perjanjian kinerja Setjen DEN 2016 

SASARAN  INDIKATOR  TARGET 

Tercapainya Target Bauran 

Energi dan Program Rencana 

Umum Energi Nasional 

Evaluasi Pencapaian Bauran Energi 100% 

Evaluasi Pencapaian Program RUEN: 

Kesesuaian kebijakan energi dengan RUEN dan RUED 

100% 

Terwujudnya Gambaran 

Perencanaan Energi ke Depan 

Tersusunnya Buku Energi Outlook 1 Dokumen 

Tertanggulanginya Daerah 

Krisis dan Darurat Energi 

Tingkat Penyelesaian Rumusan Penanggulangan 

Kondisi Krisis dan Darurat Energi : 

Tersedianya Rekomendasi Strategis Penyediaan 

Cadangan Penyangga Energi 

100% 

Tingkat Pelaksanaan Identifikasi Daerah Rawan Krisis 

dan Darurat Energi: 

Penyelesaian Rekomendasi Strategis Langkah-

Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi 

100% 

 

 

 

Mendorong Pencapaian Target 

Kebijakan Energi Nasional dan 

Rencana Umum Energi 

Nasional serta Rencana Umum 

Energi Daerah 

Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Pelaksanaan Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas 

Sektoral. 

100% 

  

Jumlah Anggaran : Rp. 67.553.922.000,- 

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan 

Energi Nasional. 

Untuk mewujudkan sasaran 1, pada perjanjian kinerja tahun 2016 ditetapkan indikator 

sebagaiberikut: 

 

A. Sasaran 1 Tercapainya Target Bauran Energi Dan Program Rencana Umum Energi Nasional 

Berikut disampaikan uraian masing ς masing indikator  dari sasaran tersebut: 

1. Evaluasi Pencapaian Bauran Energi 

Dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional ditetapkan target bauran 

energi sebagai berikut: 
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Tabel II.4 Target bauran energi 

Jenis Target Bauran Energi Tahun 
2025 

Target Bauran Energi Tahun 2050 

EBT 23% 31% 

Minyak Bumi 25% 20% 

Gas Bumi 22% 24% 

Batu Bara 30% 25% 

Listrik/Kapita/Tahun 2.500 kWh 7.000 kWh 

 

Target capaian bauran energi pada tabel diatas dipantau capaiannya setiap tahun untuk 

dievaluasi strategi pencapaian maupun kendala  dalam pencapaian  targetnya sehingga 

dapat memberi masukan berupa langkah-langkah percepatan guna mencapai target yang 

telah ditetapkan. 

 

2. Evaluasi Pencapaian Program RUEN 

RUEN merupakan kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat 

nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas 

sektor untuk mencapai sasaran KEN, yang berisi hasil pemodelan kebutuhan-pasokan 

(demand-supply) energi hingga tahun 2050, dan kebijakan serta strategi yang akan dilakukan 

untuk mencapai sasaran tersebut. 

 

Kondisi ideal yang diharapkan adalah RUEN akan berfungsi sebagai acuan dan pedoman 

dalam pengelolaan energi di tingkat nasional yang bersifat lintas sektor, dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan, berkeadilan dan 

optimal dalam rangka mencapai ketahanan energi nasional. Sementara RUED akan berfungsi 

sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan energi di tingkat daerah yang bersifat lintas 

sektor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah secara berkelanjutan, 

berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan energi daerah dan sesuai 

dengan tujuan pengelolaan energi secara nasional. Oleh karena itu diperlukan evaluasi 

pencapaian program RUEN dalam rangka mensinkronkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) 

dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). 

 

B. Sasaran 2 Terwujudnya Gambaran Perencanaan Energi Ke Depan 

Terwujudnya Gambaran Perencanaan Energi Ke Depan dilakukan dengan menyusun Outlook 

Energi Indonesia. Outlook Energi Indonesia merupakan sebuah buku yang menggambarkan 

kondisi serta proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi di Indonesia periode tahun 2016 

hingga 2050 dengan menggunakan baseline data 2015. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu referensi yang dapat digunakan oleh Pemerintah dan pihak lain yang membutuhkan 

informasi tentang perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi Indonesia ke depan. Diharapkan 

pula, buku ini juga dapat memperkuat dan mendukung upaya penyusunan dan implementasi 

kebijakan dan pengembangan sektor energi di Indonesia. 

C. Sasaran 3 Tertanggulanginya Daerah Krisis dan Darurat Energi 
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Berikut disampaikan uraian masing ς masing indikator dari sasaran tersebut: 

1. Tingkat Penyelesaian Rumusan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi: 

Tersedianya Rekomendasi Strategis Penyediaan Cadangan Penyangga Energi 

 

Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi diamanatkan bahwa untuk 

menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan Cadagan Penyangga 

Energi (CPE), serta ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE diatur lebih 

lanjut oleh Dewan Energi Nasional. Cadangan energi yang dimiliki Indonesia saat ini masih 

sebatas BBM yang dikelola Pertamina sebesar 22 hari yang merupakan cadangan 

operasional, oleh karenanya diperlukan penyusunan regulasi terkait peningkatan cadangan 

energi nasional yang dapat dipergunakan apabila terjadi gangguan pasokan energi dari luar 

negeri. 

 

2. Tingkat Pelaksanaan Identifikasi Daerah Rawan Krisis dan Darurat Energi: Penyelesaian 

Rekomendasi Strategis Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi 

 

Identifikasi dilakukan ke daerah-daerah berpotensi mengalami kekurangan pasokan energi, 

menganalisis tingkat kerawanan kekurangan pasokan energi dan melakukan kajian terhadap 

penerapan tindakan penanggulangan antara lain fuel switching dan demand restrain. Hasil 

pelaksanaan identifikasi dan analisis merupakan bahan penyiapan rekomendasi DEN kepada 

Pemerintah dalam perumusan strategi penaggulangan krisis energi dan darurat energi. 

 

D. Sasaran 4 Mendorong Pencapaian Target Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi 

Nasional serta Rencana Umum Energi Daerah 

Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Yang 

Bersifat Lintas Sektoral. Berdasarkan pasal 3 Perpres Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi 

Nasional, tugas DEN yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi 

yang bersifat lintas sektoral. Dalam melakukan tugasnya, DEN dibantu oleh Setjen DEN c.q. Biro 

Fasilitasi Penanggulangan krisis dan Pengawasan Energi dalam menjalankan tugas keempatnya. 

Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan difokuskan pada pengawasan kebijakan 

penyediaan energi  dan kebijakan pemanfaatan energi. Fungsi pengawasan ini dilakukan untuk 

memastikan terlaksananya sasaran bauran energi yang tercantum didalam KEN. 

II.6. Pengukuran Kinerja 

Instrumen utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dengan cara membandingkan 

kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan beserta klarifikasi output dan outcome 

yang seharusnya dicapai. 

 

Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Setjen DEN diwujudkan dengan penyusunan 

aplikasi pemantauan kinerja internal, dimana pada awal tahun berjalan masing-masing Bagian 

di lingkungan Setjen DEN (user) menentukan target (kinerja yang diharapkan) dalam satu 

tahun anggaran melalui aplikasi monitoring tersebut. Selanjutnya capaian atas pelaksanaan 



29 
 

L A P O R A N  K I N E R J A  S E T J E N  D E N  2 0 1 6 

kegiatan untuk mencapai target dilaporkan setiap triwulan melalui aplikasi monitoring kinerja 

dengan menyertakan data dukung untuk klarifikasi output dan outcome yang dicapai. 

  

3 

BAB  
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III  AKUNTABILITAS KINERJA (BAB III)  
 

III.1. Tujuan 1.  

Tabel III.1 Capaian kinerja tujuan 1 

Terwujudnya Perumusan Kebijakan Di Bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektor, Penyusunan 
Perencanaan Energi, Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan Dan Persidangan Dewan Energi 
Nasional. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Parameter 

Keberhasilan 
Realisasi 

Tercapainya Target 
Bauran Energi dan 
Program Rencana Energi 
Nasional 

Evaluasi Pencapaian 
Bauran Energi 

100% Penelaahan 
neraca energi 
nasional 

Laporan Hasil 
Penelaahan 

Neraca Energi 
(100%) 

Evaluasi Pencapaian 
Program RUEN: 
Kesesuaian Kebijakan 
Energi dengan RUEN dan 
RUED 

100% Sosialisasi R-
RUEN kepada 
Kementerian dan 
Pemda 

Sosialisasi di 7 
Kementerian 

AUP & 
Regional 
(100%) 

Terwujudnya Gambaran 
Perencanaan Energi Ke 
Depan 

Tersusunnya Buku Energi 
Outlook 

1 
dokumen 

 Buku outlook 
energi Indonesia 
2016 

Tersedianya 
Buku OEI 2016 
(1 Dokumen) 

 

Uraian atas capaian masing-masing indicator kinerja pada tabel 3.1. adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi pencapaian bauran energi 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator kinerja evaluasi pencapaian 

bauran energi adalah penalaahan neraca energi nasional. Neraca Energi tahun 2014 dan 

Tahun 2015 didasarkan pada data Handbook Statistik Ekonomi & Energi Indonesia. 

 

Berdasarkan hasil analisa data neraca energi 2014 ς 2015, dapat dambil kesimpulan:  

1) Dalam primary energy supply, produksi minyak bumi mengalami penurunan 0,38%, 

namun impor mengalami peningkatan sebesar 12% dan ekspor meningkat sebesar 

4,6%. 

2) Pada tahun 2015 terjadi produksi listrik panas bumi mengalami sedikit peningkatan 

0,1%, namun produksi listrik dari hydropower mengalami penurunan sebesar 9,3%. 

Untuk produksi listrik hydropower yang dioperasikan oleh PLN mengalami 

penurunan 10,38%, sedangkan yang dioperasikan oleh swasta (IPP) menurun 6,2%. 

Untuk produksi listrik panas bumi yang dioperasikan oleh PLN mengalami 

peningkatan 2,5%, sedangkan yang dioperasikan oleh swasta (IPP) mengalami 

penurunan 1,7%. 

3) Pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik masih sangat rendah, yaitu sebesar 

0,041% pada tahun 2014 dan 0,087% pada tahun 2015.  

4) Sektor transportasi merupakan sektor yang paling banyak mengkonsumsi BBM. Pada 

tahun 2014, sektor ini mengkonsumsi 80,9%  dari konsumsi BBM Nasional, dan pada 

tahun 2015 mengkonsumsi 83,5%. 
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5) Jenis BBM yang paling banyak dikonsumsi pada 2015 oleh sektor transportasi adalah 

Gasoline/premium (56%) dan minyak solar (36%). 

6) BBM Non Subsidi hanya memberi kontribusi sebesar 4% terhadap konsumsi BBM 

bersubsidi pada 2014 dan menjadi 10% pada tahun 2015. Sementara untuk BBN, 

biosolar memberi kontribusi sebesar 24%-25. 

7) Pada rentang waktu 2014-2015, konsumsi minyak tanah mengalami penurunan 

sebesar 20,8%. Konsumen terbesar minyak tanah adalah rumah tangga dengan 

pangsa konsumsi 85,6%. 

8) Untuk memenuhi total pasokan energi final, impor BBM masih memegang peranan 

penting, yaitu menduduki pangsa sebesar 55% pada tahun 2014 dan 63% pada 

tahun 2015. 

 

2. Evaluasi pencapaian program RUEN: Kesesuaian Kebijakan Energi dengan RUEN dan RUED 

Pada tanggal 21 Juli tahun 2016 dilaksanakan Sidang Anggota DEN ke-18 untuk membahas 

Kick Off Sosialisasi RUEN dan Cadangan Penyangga Energi. Dengan telah dilakukannya Sidang 

Anggota DEN ke-18, maka salah satu upaya untuk mencapai target kinerja Evaluasi 

Pencapaian Program RUEN pada tahun 2016 adalah dengan pelaksanaan sosialisasi pokok-

pokok RUEN kepada Pemerintah Daerah dan Pertemuan Bilateral dengan Kementerian 

Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah (AUP). Berikut disampaikan 

pelaksanaan sosialisasi pokok-pokok RUEN: 

 

1) Sosialisasi Bilateral Rancangan RUEN di Kementerian Perhubungan 

Sosialisasi bilateral R-RUEN pertama kali dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016 

di Kementerian Perhubungan, Jakarta. Sosialisasi dipimpin oleh Menteri 

Perhubungan selaku Anggota Dewan Energi Nasional Budi Karya Sumadi dan dihadiri 

oleh AUPK DEN, wakil tetap DEN dari unsur pemerintah, Sekjen DEN serta para 

pejabat Eselon I Kemenhub. Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang 

didiskusikan antara lain, tentang permasalahan kekurangan penyediaan pasokan gas 

untuk transportasi dan masalah pengembangan energi nuklir untuk memenuhi 

pasokan energi di tanah air. 

 

Gambar III.1 Sosialisasi R-RUEN di Kementerian Perhubungan 
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2) Sosialisasi Bilateral Rancangan RUEN di Kementerian Perindustrian 

Sosialisasi bilateral R-RUEN yang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 September 

2016 di Kementerian Perindustrian, Jakarta. Sosialisasi dipimpin oleh Menteri 

Perindustrian selaku Anggota Dewan Energi Nasional Airlangga Hartato dan dihadiri 

oleh AUPK DEN, wakil tetap DEN dari unsur Pemerintah, Sekjen DEN serta para 

pejabat Eselon I Kemenperin. Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang 

didiskusikan antara lain, tentang perubahan paradigma pengelolaan energi, 

sebelumnya energi sebagai komoditi, ke depan energi menjadi modal 

pembangunan, permasalahan harga gas untuk industri dan pengembangan prioritas 

kawasan industri. Menteri Perindustrian menutup sosialisasi dengan memerintahkan 

jajarannya mendukung pelaksanaan RUEN. 

 

Gambar III.2 Sosialisasi R-RUEN di Kementerian Perindustrian 

 

3) Sosialisasi Bilateral Rancangan RUEN di Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi 

Sosialisasi bilateral R-RUEN yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 19 September 

2016 di Kementerian Ristek Dikti, Jakarta.  

 

 

Gambar III.3 Sosialisasi R-RUEN di Kementerian Ristek DIkti 
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Sosialisasi dipimpin oleh Menteri Ristek Dikti selaku Anggota Dewan Energi Nasional 

Mohammad Nasir dan dihadiri oleh AUPK DEN, wakil tetap DEN dari unsur 

Pemerintah, Sekjen DEN serta para pejabat Eselon I Kemenristek Dikti. Dalam 

pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang didiskusikan antara lain, tentang 

pentingnya peran riset Perguruan Tinggi dalam mengembangkan teknologi 

keenergian di tanah air dan dukungan Kementeristek Dikti dalam pengembangan 

energi nuklir, dalam kesempatan itu pula Menteri Ristek Dikti menyampaikan bahwa 

berharap pertemuan pada hari ini dapat memperkuat komitmen bersama 

Kementerian/Lembaga Anggota DEN. 

 

4) Sosialisasi Bilateral Rancangan RUEN di Kementerian PPN/ Bappenas 

Sosialisasi bilateral R-RUEN yang keempat dilaksanakan pada tanggal 26 September 

2016 di Kementerian PPN/ Bappenas, Jakarta. Sosialisasi dipimpin oleh Menteri PPN/ 

Bappenas Bambang Brodjonegoro dan dihadiri oleh Anggota DEN Unsur Pemangku 

Kepentingan (AUPK), Wakil Tetap DEN dari Unsur Pemerintah, Sekretaris Jenderal 

DEN yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP SDM) 

Djadjang Sukarna serta para Pejabat Eselon I Kementerian PPN/Bappenas. Didalam 

pertemuan tersebut Menteri PPN/Bappenas mengatakan pertemuan ini dapat 

memberikan gambaran tentang RUEN kepada para pejabat di Kementerian 

PPN/Bappenas, khususnya tentang energi baru terbarukan. Ia pun mendorong 

energi baru terbarukan menjadi mainstream energy. 

 

Gambar III.4 Sosialisasi R_RUEN di Kementerian PPN/ Bappenas 

Gambar 3.4. Sosialisasi R-RUEN di Kementerian PPN/ Bappenas 

 

5) Sosialisasi Bilateral Rancangan RUEN di Kementerian Pertanian 

Sosialisasi bilateral R-RUEN yang kelima dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 

di Kementerian Pertanian, Jakarta. Sosialisasi dipimpin oleh Menteri Pertanian 

selaku Anggota Dewan Energi Nasional Andi Amran Sulaiman dan dihadiri oleh AUPK 

DEN, wakil tetap DEN dari unsur Pemerintah, Sekjen DEN serta para pejabat Eselon I 

Kementan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian menyatakan akan 

mendukung implementasi RUEN di Kementerian yang dipimpinnya. Ia meminta 

jajarannya untuk menindaklanjuti pencapaian target Energi Baru Terbarukan (EBT) 

dalam RUEN terutama ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) untuk mencapai B20. 
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Gambar III.5 Sosialisasi R-RUEN di Kementerian Pertanian 

 

6) Sosialisasi Bilateral Rancangan RUEN di Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

Sosialisasi Bilateral Rancangan RUEN yang keenam dilaksanakan pada tanggal 29 

November 2016, Jakarta. Sosialisasi dipimpin oleh Menteri LHK selaku Anggota 

Dewan Energi Nasional Siti Nurbaya dan dihadiri oleh AUPK DEN, wakil tetap DEN 

dari unsur Pemerintah, Sekjen DEN, serta para pejabat Eselon I di lingkungan 

Kementerian LHK.  

 

Gambar III.6 Sosialisasi R_RUEN di Kementerian LHK 

Dalam pertemuan tersebut Menteri LHK menekankan mendukung implementasi 

RUEN di Kementerian LHK, khususnya dalam rangka pemanfaatan lahan hutan  

untuk pengembangan energi baru terbarukan  seperti panas bumi dan hidro dengan 

tetap mengikuti  ketentuan yang ada, penerapan Enhanced  Oil Recovery (EOR) 

dalam rangka  meningkatkan  produksi migas, dengan memperhatikan  peraturan 

lingkungan hidup, Kementerian LHK sebagai focal point dalam pengendalian 

perubahan iklim, serta Bekerjasama  dengan Kementerian ESDM untuk mendukung 

pencapaian Nationality Determined  Contribution (NDC) sebsar 29% pada tahun 

2030. 
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7) Sosialisasi Rancangan RUEN Regional Sumatera di Medan 

Sosialisasi R-RUEN untuk Regional Sumatera dilaksanakan pada tanggal 8 September 

2016 di Medan. Sosialisasi dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh 

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Keuangan Ir Dinsyah 

MM. Hadir dalam sosialisasi rancangan RUEN ini Anggota DEN, Sekretaris Jenderal 

DEN, perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perguruan Tinggi di 

wilayah Sumatera. Sekretaris Jenderal DEN Satry Nugraha mengingatkan kepada 

Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyiapkan rancangan Rencana Umum Energi 

Daerah (RUED). Hal senada diungkapkan Dinsyah, dalam sambutan pembuka, ia 

berharap setelah adanya sosialisasi ini akan dapat meningkatkan pemahaman terkait 

penyusunan RUED. 

Pada kesempatan tersebut, Anggota DEN Rinaldy Dalimi memaparkan Kebijakan 

Energi Nasional (KEN) sebagai pedoman penyususan RUEN, Achdiat Atmawinata 

memaparkan RUEN sebagai Pedoman Penyusunan RUED, Nugroho Indrio Wakil 

Tetap Kementerian Perhubungan memaparkan program utama sektor transportasi 

dalam RUEN dan Josaphat Rizal Primana mewakili Wakil Tetap Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memaparkan pedoman dan 

kerangka penyusunan RUED. 

 

 

Gambar III.7 Sosialisasi R-RUEN regional Sumatera di Medan 

 

8) Sosialisasi R-RUEN Regional Jawa dan Kalimantan di Jakarta 

Sosialisasi R-RUEN untuk Regional Jawa dan Kalimantan  dilaksanakan pada tanggal 

20 September 2016 di Jakarta. Sosialisasi dibuka oleh Plt Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM) yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Lingkungan 

dan Tata Ruang Yun Yunus Kusumahbrata. Hadir dalam sosialisasi rancangan RUEN 

ini Anggota DEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), 

Sekretaris Jenderal DEN, perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 

Perguruan Tinggi di wilayah Jawa dan Kalimantan.Sekretaris Jenderal DEN Satry 

Nugraha mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mulai memahami 

RUEN dalam rangka penyiapan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah-Provinsi 

(RUED-P) dengan membentuk tim lintas sektor di daerah. Sementara itu, Yun Yunus 

Kusumahbrata mengatakan RUED merupakan kebijakan yang wajib disusun oleh 
















































































